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Selain problem yang telah disampaikan sebelunnya, ada
beberapa problem krusial, strategis dan polensial yang perlu
disikapi secara adil dan profesional dalam rekrutimen pen-
gangkatan CPNS seperti tersebul berikut. Mulai dari problem
keadilan dan profesionalism rekruitment CPN'S umumnya,
problem keadilan dan profesionalism penganghkatan atau kese-
Jahteraan honorer ulamanya sampai dengan problem keadilan
dan profesionalism PNS atau ASN khususnya.

Beberapa problem dari
berbagai problem (khusus-
nya dibidang pendidikan),
yvang masih belum tertun-
taskan tersebut diantaranya;

a. Oknum dosen PTY
vang bekerjadi PTN B, yang
diduga juga merangkap ja-

“batan lain. Misalnya dugaan

oknum dosen PTY PTN
B, merangkap profesi lain
(dalam hal ini tak terkecuali
dugaan perbuatan melawan
hukum atau pelanggaran
regulasi tentang tunjangan-
nya dan terkait kode ctik),

b. Khusus problem PTN
B tersebut diatas, yang juga
disampaikan menteri riset
teknologi pendidikan tinggi/
Menristekdikti dibeber-
apa kesempatan. Conloh
kasus yang belum tertun-
taskan yang juga menjadi
pertanyaan PNS atau ASN
senior, meskipun regulasin-
va sudah ada dan sering
dipertanyakan diantaranya;

1) Mengapa PTY yang
statusnya disinyalir belum
memenuhi syarat legal
formal atau tidak sesuai
dengan dasar hukumnya
(bukan PNS atau ASN dan
bukan PPPK), diantaranya:
a) Dapat memimpin PNS

atau ASN yang *lcbihsenior”
tersebut ? dan b) Diindikasi
mendapatkan tunjangan dari
APBN ?. Yang diduga tanpa
ada prosedur, mekanisme
dan proses yang profesional
(dugaan melanggar asas
transparansi dan akuntabil-
itas serta dugaan maladmin-
istrasi, inkompetensi dan
yang terkait pengangkatan
Jjabatan pejabat negara lain-
nya) dan

2) Apa dasar hukumnya.
atau apakah nomenklatur
dandaftarisian pelaksanaan
anggarannya/ DIPAnya (i
dak bertentangan dengan
peraturan perundang-un-
dangan terkait?. Jika APBN
tersebut digunakan meng-
gaji, membayar tunjangan
Jabatan PTY dan vang lainn-
va? (terkait PTY di birokrasi
atau di instansi/ diinstitusi
pemerintahan),

Selain problem KKN
terschut diatas, problem
SDM PNS atau ASN yang
hingga kini masih kual. Sin
valemen leadership atau
management selera, sub-
yektifitas, like and dislike
(kedekatan dengan pejabal
Lerkail), diindikasi tanpa
mempertimbangkan ide,
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gagasan, kreatifitas, inova-
si, trobosan dan nilai tam-
bah SDM PNS atau ASN
(proycksi lebih jauh ter-
utama dalam menghada-
pi tantangan dan tuntutan
pasar bebas serta kompetisi
terbuka era global, revolusi
industri 4.0, tak terkecuali
termasuk “perang proksi”,
“perang asimetris” dan se-
terusnya) dalam berbangsa
dan bernegara.
Akumulasi problem
terscbut, pada akhirnya
akan “menyandra” atau
membebani presiden

ssendiri diantaranya; a.

Ketegasan atau konsis-
tensi; 1) Keadilan dan 2)
Profesionalitas, dari Joko
Widodo selaku presiden.
Nantinya akan diragukan
atau dipertanyakan, jika
runtuh karena tekanan.
Dan b. Citra Joko Widodo
“bersih” dari KKN, nantinya
akan diibaratkan “karcena
nila setitik rusak susu sehe-

langa”. Karcna “legalisasi”,

KKN, bahkan “pembusu-
kan” sumber daya manusia
PNS atau ASN, jika terjadi
problem tersebut dan se-
terusnya.

Tidak kalah dari prob
lem terscbut diatas, kritik
tentang problem “politisasi
CPNS". Menjelang pemili-
han umum/ Pemilu seren-
tak, khususnya Pileg. Sin-
yalemen partai atau calon
legislatif/ Caleg, ramai-ra-
mai akan “meloloskan”
honorer menjadi PNS atau
ASN. Bahkan indikasi ren
cana sampai membubarkan

.KASN, schagai lembaga

ASN.

Pengangkatan langsung
tanpa saringan atau scleksi,
jika untuk mendapatkan
simpati guna memperoleh
dukungan dari masyarakat
pada partai atau Caleg.
Setelah itu jika semua lolos
tanpa seleksi (jika tuntutan
honorer otomatis langsung
diangkal tersebut, dika-
bulkan oleh pemerintah),
dikemudian hari terjadi
problem (terutama problem
reformasi birokrasi terse-
but).

Maka (terutama terkait
karier dan kescjahteraan),
semua akan menuntul
keadilan dan profesionalism
vang sama diantaranya;

a, PNS/ASN, khususnya
dosen PTN B vang disin-
valir mendapat perlakuan
“diskriminatil” pada pene-
mpatan jabatan struktural
akademiknya dan merasa

“sulit” mengurus kenaikan

jabatan fungsional edukat-

ifnya,

b. Tak terkecuali PNS
atau ASN senior, yang tidak
("dapat”) menjabat (bukan
disebabkan pelanggaran)
dan

c. Belum lagi problem
klasik terkait birokrasi,

~diantaranya; 1) Karakter

berintegritas atau bermen-
tal korup dan 2) Menjual
kedekatan (pintar/ bodoh
dan rajin/ malas, sama saja,
atau 3) Bukan menjual ke-
cerdasan (ide-gagasan dan
kreatifitas-inovasi). Selain
problem KKN, tersebut di-
atas.

Akibatnya, jikaSDM PNS
alau ASN mendapat per-
lakuan tidak adil dan tidak
profesional. Dikhawatirkan
nantinya, akan menjadi bi-
rokrat atau pelayan publik
vang “minimalis” dan scter-
usnya.

Hasil akhirnya, seperti
vang sudah-sudah. Sejarah
berulang, kembali lagi, la-
gi-lagi dan lagi. Ramai-ra-
mai lempar tanggungjawab
hanya saling menyalahkan
saja tanpa solusi, dan yang
menjadi korban PNS alau
ASN serla PPPK sendi-
ri terutama masvarakat
vang dilayani (pelayanan
publik).

Win-win solusinya?
kembali kepada hati nura-
ni (mental atau karakter
keadilan dan profesional-
ism) kita.



